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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No  Arab  Latin  No  Arab  Latin  

 ا    1
Tidak 

dilambangkan  
  T ط   16

  Z ظ   B  17 ب    2

  ‘ ع   T  18 ت    3

  G غ   S  19 ث    4

  F ف   J  20 ج   5

  Q ق   Ḥ  21 ح   6

  K ك    Kh  22 خ   7

  L ل   D  23 د   8

  M م    Ż  24 ذ   9

  N ن   R  25 ر   10

  W و   Z  26 ز   11

  H ه   S  27 س    12

  ’ ء   Sy  28 ش    13

  Y ي    S  29 ص    14

     D ض    15
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2.  Vocal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahassa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong.  

a. Vocal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf 

Latin 

       Fatḥah  A  

         Kasrah  I  

       Dammah  U  

b  Vocal Tunggal  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu:  

Tanda dan Huruf Nama GabunganHuruf 

  Fatḥah dan ya  Ai َ  ي

  Fatḥah dan wau  Au َ  و

Contoh:  

kaifa:  كيف 
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 haula: هو ل 

3.  Maddah  

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda 

ا  Fatḥah dan alif atau ي  /َ 

ya 

Ā 

ي   َ Kasrah dan ya  Ī  

ي   َ Dammah dan wau  Ū  

Contoh:  

qāla:   ق ا ل 

ramā: ر م ى 

 qīla:  قيْ  ل 

 yaqūlu: يق وْ  ل 

 

4.  Ta Marbutoh (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.  

a. Ta marbutah(ة)hidup 

 Ta marbutah(ة)yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.  
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b. Ta marbutah(ة) mati  

 Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.   

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة ) 
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu 

ditransliterasikan dengan h.  

 

Contoh:  

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl:                                ْرَوْضَةُ الََْطْفاَل 

al-Madīnah al-Munawwarah/ 

al-Madīnatul Munawwarah:                                  الَْمَدِيْنَةُ الْمُنوَّرَة  ْ  

Ṭalḥah:                                                                                    ْطَلْحَة  

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; 

dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterai. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf. 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Angelina Salsabila 

NIM : 190604007 

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi 

Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap  

Belanja Modal di Provinsi Aceh  

Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., AK., CA 

Pembimbing II : Uliya Azra, S.E., M.Si 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Dalam konteks 

pembangunan daerah, pajak dan retribusi memiliki peran strategis dalam 

mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 

anggaran pembangunan. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah 

satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu 

daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah seperti halnya 

belanja modal. Studi dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 

menggunakan data sekunder dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di 

Provinsi Aceh selama periode 2013-2023. Model penelitian yang 

digunakan adalah model regresi data panel dengan model yag terpilih 

yaitu Random Effect Modelyang diolah menggunakan EViews 13. Hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikian terhadap belanja modal, sedangkan 

retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil 

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. 

Kata Kunci:Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara luas yang terbagi atas beberapa 

provinsi dan terpisah antar pulau-pulau, setiap provinsi di 

Indonesia terdiri atas daerah-daerah dan kabupaten/kota yang 

masing-masing memiliki pemerintah daerahnya. Tujuan 

dibentuknya pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia agar 

pemerintah pusat lebih mudah mengkoordinasi pemerintahan yang 

ada di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa-desa 

atau perkampungan. Agar dapat memudahkan penataan dan 

pelayanan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan 

yang sebelumnya berasaskan sentralisasi menjadi desentralisasi 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan 

pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, 

sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain 

yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah merupakan landasan yang mengatur tentang otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang dibidang 
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otonomi tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan 

kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam 

rangka menigkatkan efektivitas dan efesiensi penyelengara fungsi 

pemerintah daerah(Sipahutar et al., 2020). Desentralisasi fiskal 

dapat diartikan sebagai suatu proses penyerahan kewenangan fiskal 

atau keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan 

adanya desentralisasi fiskal, yang sebelumnya harus diputuskan 

oleh pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah 

daerah tanpa adanya campur tangan pemerintah 

pusat(Trisnawati,2021). 

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pembelanjaan 

daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Belanja 

Modal merupakan pengeluaran anggaran dari komponen belanja 

langsung yang sifatnya menambah investasi atau aset tetap yang 

memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode 

akuntansi), dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk 

biaya operasional dan pemeliharaannya. Pemanfaatan aset tetap 

tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik berupa 

infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, 

jembatan, lampu penerangan jalan, trotoar, stadion, rambu lalu 

lintas, sedangkan fasilitasyang tidak dimanfaatkan secara langsung 

oleh atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti 

gedung pemerintahan.(Waluyo, 2018). Belanja modal dibagi 
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menjadi: Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat 

dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja 

publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat 

transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. Belanja 

aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung 

oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, 

pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah 

dinas (Halim, 2014). 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana pembangunan dalam 

bentuk Belanja Modal yang didasarkan pada kebutuhan daerah 

akan sarana danprasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun fasilitas publik. Dengan semakin 

meningkatnya Belanja Modal di suatu daerah akan berakibat 

menambah aset tetap di suatu daerah dan akan terus meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu 

mengalokasikan Belanja Modal dengan baik karena Belanja Modal 

merupakan salah satu bentuk perwujudan bagi pemerintah daerah 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk dapat 

meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, maka terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari PAD juga Dana 

Alokasi Khusus sebagai salah satu Dana Transfer dari Pemerintah 

Pusat yang merupakan bagian dari dana perimbangan( Putri, 2021). 
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Permasalahan belanja modal sampai saat ini belum mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah Aceh, baik di pusat maupun 

di daerah. Selama tahun 2013-2023 kontribusi belanja modal 

terhadap total belanja Pemerintah Aceh hanya mencapai 15 – 18 

persen, berada jauh dibawah kontribusi belanja operasi. Padahal 

belanja modal merupakan realisasi anggaran yang berakibat 

bertambahnya asset bagi pemerintah Provinsi Aceh seperti jalan, 

gedung, irigasi dan sebagainya.  Sehingga kedepan hendaknya 

lebih intensif diperhatikan dan dipriotaskan. Hal tersebut 

mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak 

signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya 

kualitas pelayanan publik.Untuk meningkatkan pengalokasian 

belanja modal, maka diperlukan pendapatan yang dipungut dari 

masyarakat oleh pemerintah daerah baik yang bersumber dari 

kontribusi wajib maupun tidak. Setiap daerah mempunyai dasar 

pengenaan pajak dan retribusi daerah yang berbeda-beda, 

disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat (Statistik 

Keuangan Aceh 2022). 

Belanja Modal (capital expenditures) digunakan untuk sumber  

keuangan dalam membangun sarana dan prasarana atau 

infrastruktur dengan nilai yang relatif besar dan memiliki masa 

manfaat yang panjang. Priambudi (2016) menyebutkan konsep 

Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) yang menyatakan 

bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan 

(usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget 
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capability) dalam pengelolaan aset untuk jangka panjang.Dalam hal 

ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori 

Belanja Modal haruslah disesuaikan dengan rencana pembangunan 

jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah 

masing-masing daerah. 

Menurut  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2023 Belanja Modal adalah pengeluaran 

anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu 

periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai 

minimum kapitalisasi asset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 

Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPKA Provinsi Aceh  

Gambar 1.1 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Aceh 

Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah) 
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Berdasarkan gambar 1.1. di atas, realisasi belanja modal 

pemerintah Provinsi Aceh  pada tahun 2013 hingga 2023 

mengalami fluktasi untuk setiap tahunnya. Realisasi tertinggi 

terdapat pada tahun 2019 dan realisasi terendah terdapat pada tahun 

2022. Realisasi keseluruhan belanja modal Provinsi Aceh 

mengalami turun naik setiap tahunnya.  Oleh karena itu, 

pemerintah harus berperan lebih aktif dan terlibat dalam proses 

pengelolaan keuangan dan mendistribusikan dana pada semua 

kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian. Setiap 

kota atau kabupaten didorong untuk dapat memaksimalkan potensi 

ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan perekonomian. 

Untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka 

diperlukan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari 

masyarakat baik kontribusi wajib maupun tidak. Pendapatan 

tersebut di antaranya adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang 

berbedabeda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat 

begitupun dengan retribusi daerah. Salah satu yang memepengaruhi 

belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah. PAD membantu 

pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan 

pemerintahan. Adapun komponen PAD tersebut yaitu terdiri dari, 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pemeritah pusat juga memberikan pendapatan transfer kepada 

pemerintah daerah berupa dana perimbangan. PAD yang memiliki 
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kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan 

pembangunan daerah adalah pajak daerah karena bermanfaat dalam 

meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi daerah (Rotinsulu, 2016). 

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 Pajak Daerah ialah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Untuk menjadikan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah 

menjadi lebih baik maka diperlukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni salah satunya 

dengan upaya peningkatan penerimaan PAD  yaitu dengan 

meningkatkan penerimaan sumber pendapatan asli daerah sesuai 

dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan 

potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut (sintia, 

2019). 

Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk 

memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Hal itu dapat 

dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, 

menetapkan tarif dan lain-lain. Pajak merupakan suatu sistem 

perpajakan indonesia yang perlu dijaga agar kebijakan tersebut 

dapat memberikan beban yang adil karena pada dasarnya 

merupakan beban masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan 

nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan 
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pajak nasional. Pembinaan tersebut dilakukan secara terus menerus, 

terutama mengenai objek, tarif pajak, sehingga antara pajak pusat 

dan pajak daerah saling melengkapi. Pendapatan Pajak daerah 

memberikan kontribusi yang sangat dominan dengan nilai Rp 

1.791.227 miliar, jauh lebih besar dibandingkan retribusi daerah 

yang hanya Rp 16.462.009 miliar. Ini menunjukkan bahwa pajak 

daerah menjadi tulang punggung utama dalam Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Aceh.  Efektivitas Sumber Pendapatan Pajak daerah 

terbukti lebih efektif sebagai sumber pendapatan karena sifatnya 

yang wajib dan memaksa, sementara retribusi daerah yang bersifat 

sukarela dan berbasis penggunaan jasa menghasilkan pendapatan 

yang lebih kecil 

Gambar 1. 2 Realisasi Pajak Daerah Pemerintah  

Provinsi Aceh Tahun 2013-2023 (Miliar Rupiah) 
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Berdasarkan gambar 1.2 penerimaan pajak daerah di 

Provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami adanya perubahan pada 

tahun 2013-2023 terjadi adanya peningkatan signifikan dari Rp 

752,85 miliar menjadi Rp 1.791,23 miliar Rata-rata pertumbuhan 

tahunan yang positif menunjukkan pengelolaan pajak daerah yang 

semakin baik. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

utama bagi pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak daerah 

seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran 

dapat digunakan untuk membiayai belanja modal. Belanja modal 

ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pembangunan fasilitas 

publik, dan pengadaan aset tetap yang akan meningkatkan 

kapasitas dan pelayanan pemerintah daerah. Pajak Daerah 

merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang dapat 

menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai 

kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah ( 

Rahajeng, 2021). 

Dalam penelitian Rahajeng et al.,(2021), menunjukkan 

adanya keterkaitan pajak daerah dengan belanja modal. Pajak 

daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah yang tertuang 

dalam belanja modal menggambarkan suatu kemandirian daerah 

dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Pajak 

daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan 

sumber pendanaan utama untuk pemerintah daerah. Pajak daerah 

merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan 
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pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang 

relatif stabil, sebagai contoh untuk pajak bumi dan bangunan, pasti 

wajib pajak yang bersangkutan setiap tahunnya dibebankan pajak 

bumi dan bangunan untuk setiap aset yang dimiliki. Selain itu, 

pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat 

masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban 

kenegaraannya. 

Penambahan Pendapatan Asli Daerah yang lain seperti, 

retribusi daerah juga tidak kalah penting. Pemerintah mengenakan 

retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara 

langsung, adapun alasan atas putusan retribusi suatu pelayanan 

adalah adanya barang privat, yaitu sesuatu barang atau jasa yang 

tidak semua orang dapat memilikinya atau menikmati manfaatnya, 

melainkan seseorang tersebut harus memembayarnya terlebih 

dahulu. Sedangkan alasan yang lain karena adanya barang publik, 

yaitu barang dapat dimiliki atau dinikmati oleh semua orang yang 

tidak dibatasi penggunaannya (febriani, 2021). 

Undang-undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan 

bahwa: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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Gambar 1.3Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah 

Provinsi AcehTahun 2013-2023 (Miliar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1.3 Tentang Realisasi retribusi daerah 

bahwasannya realisasi penerimaan terbanyak pada tahun 2013-

2018 terlihat terjadi adanya fluktuatif dengan pencapaian tertinggi 

pada tahun 2018 sebesar Rp 20,76 miliar dan terendah pada tahun 

2022 sebesar Rp 16,53 juta, namun kemudian mengalami 

pemulihan signifikan di tahun 2023 menjadi Rp 16,46 miliar. 

Periode pertumbuhan positif terjadi dari tahun 2013-2018, dimana 

retribusi meningkat dari Rp 6,34 miliar menjadi Rp 20,76 miliar, 

sebelum mengalami penurunan bertahap dari 2019-2022 yang 

dipengaruhi oleh dampak pandemi dan pembatasan aktivitas. 

Pemulihan drastis di tahun 2023 menunjukkan efektivitas kebijakan 

pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan pelayanan publik, 
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namun juga mengindikasikan bahwa retribusi sangat sensitif 

terhadap kondisi eksternal, sehingga diperlukan strategi 

pengelolaan yang lebih adaptif, diversifikasi sumber retribusi, dan 

peningkatan kualitas layanan publik untuk menjaga stabilitas 

pendapatan retribusi di masa mendatang. 

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran oleh masyarakat 

atau entitas swasta untuk mendapatkan layanan atau fasilitas 

tertentu (seperti parkir, izin usaha, atau pemanfaatan sumber daya), 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan ini 

dapat digunakan untuk membiayai belanja modal, yaitu investasi 

dalam proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan fasilitas 

publik. Peningkatan mutu dan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki 

pemerintah daerah dari retribusi juga memadai. Pemerintah disini 

sebagai agen akan melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan 

prinsipal yaitu masyarakat yang membayar dana sesuai dengan 

perizinan yang diajukan masyarakat atau badan tersebut. Menjadi 

bagian dari PAD, retribusi daerah dianggap dapat meningkatkan 

Belanja Modal daerah karena komponen peningkatan Belanja 

Modal sendiri salah satunya berasal dari PAD (Trisnawati 2021). 

Besarnya PAD memungkinan suatu daerah dapat memenuhi 

segala kebutuhan belanjanya sendiri tanpa tergantung dengan 

pemerintah pusat salah satunya adalah belanja modal. Jumlah PAD 

yang didapat Pemda juga dapat menjadikan ukuran kemandirian 
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daerah itu sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, hal itu 

dapat diukur dengan penerimaan dari retribusi daerah yang 

nantinya menyebabkan meningkatnya pelayanan kepada 

publik(Isthika, 2022). Dalam penelitian Harori, (2022) menjelaskan 

bahwasannya retribusi daerah berbeda hal nya dengan pajak 

daerah. Dikarenakan  titik tekan pada retribusi daerah adalah 

adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak 

dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Masih adanya ketidak cocokan 

antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang 

diterima, oleh karena itu masyarakat tidak mau membayar lebih 

tinggi apabila pelayanan yang diterima kualitasnya masih buruk. 

Selain itu, hal tersebut juga akan menghilangkan rasa kepercayaan 

masyarakat pada pemerintah daerah, sehingga akan mengakibatkan 

masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi 

daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan 

potensi ekonomi di daerah masing-masing untuk menambah 

pendapatan asli daerah termasuk mengoptimalkan hasil retribusi 

daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap belanja modal. 

Rendahnya sumber pembiayaan pemerintah dalam pembangunan 

daerah menyebabkan anggaran belanja modal menurun.   

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkam 

bahwa secara keseluruhan adanya perbedaan dalam hasil penelitian, 

tetapi menunjukkan bahwasannya pajak daerah dan retribusi daerah 
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memiliki potensi untuk mempengaruhi belanja modal, baik secara 

individu maupun simultan, dengan konteks dan penyelenggaraan 

yang tepat. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih 

dalam lagi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dengan 

objek ataupun lokasi yang berbeda yaitu di Provinsi Aceh.Maka 

dari uraian pada latar belakang di atas  penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul“Pengaruh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi 

masalah penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal 

Provinsi Aceh? 

2. Bagaimana Pengaruh retribusi daerah terhadap Belanja 

Modal Provinsi Aceh? 

3. Bagaimana Pengaruh pajak daerah dan Retribusi terhadap 

Belanja Modal Provinsi Aceh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja 

Modal 

2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap 

Belanja Modal  



 

15 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti 

ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoristis  

 Adanya penelitian ini diharapkan menjadi daya guna 

terhadap pengembangan ilmu baik di bidangnya maupun 

bidang terkait lainnya, serta dapat menambah wawasan untuk 

peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. 

Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut atau 

sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi 

contoh penelitian selanjutnya dengan menggunakan objek yang 

berbeda. 

2. Manfaat praktis  

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan kontribusi bagi Pemerintah 

Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 

dalam mempertanggungjawabkan belanja modal dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan variabel sesuai dengan 

judul penelitian ini yaitu pajak daerah daerah dan retribusi 

daerah. 
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3. Manfaat Kebijakan  

Untuk meningkatkan dan memberi masukan terhadap 

pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam melakukan dan 

menyusun strategi untuk pengembangan dalam bidang yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu adanya penelitian 

ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah 

daerah Provinsi Aceh, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 

sangat penting sebagai indikator dalam pembangunan serta 

pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 BAB I Pendahuluan   

Bab ini berisikan pendahuluan yang berisikan pendahuluan 

yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai menganai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga 

sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini memuat uraian mengenai landasan teori yang 

berkaitandengan tema skripsi Pengaruh Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. 

Penelitian ini berhubungandengan antar variabel, kerangka 

berpikir dan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini menerangkan secara jelas dan rinci metode 

penelitian yangdigunakan oleh peneliti berserta justifikasinya, 
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jenis penelitian, lokasi, jenis data, metode pengumpulan data, 

serta analisis penelitian yang digunakan. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Memuat tentang hasil penelitian, klasifikasi pembahasan 

sesuaipendekatan, sifat penelitian, dan rumus masalah atau 

fokus penelitian. 

BAB V Penutup  

Bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan itusendiri menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan penelitian yangberhubungan dengan masalah 

penelitian. Sedangkan saran merupakanrumusan berdasarkan 

hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkahyang 

akan diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil 

penelitianyang bersangkutan. 

 

 

  


